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PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hak dan Kepemilikan Rumah Susun
Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 telah selesai di susun dan
berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih
keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat
terhadap pembahasan Hak dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2011.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hak dan
Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat
(1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan
kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia
Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, hak
akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau.

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam
suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara
fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang
dampaknya sangat dirasakan diseluruh wilayah tanah air. Hal ini dapat dilihat
dari masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah (di singkat MBR)
yang belum dapat menghuni rumah yang layak, khususnya diperkotaan yang
mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh pemenuhan kebutuhan
perumahan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan
Rumah Susun sebagai bagian dari pembangunan perumahan mengingat



keterbatasan lahan di perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan
mampu mendorong pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi
peningkatan kualitas pemukiman.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami
untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di
masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang
telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2023

Penulis
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BAB

KEHIDUPAN SOSIAL
MASYARAKAT RUMAH SUSUN

A. PERAN PEMERINTAH PADA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H
ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak
dan kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia
Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, hak
akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau.

Sesuai dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan
berdasarkan konsep negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah untuk
mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mengembangkan kewajiban
negara tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan
rakyat dalam berbagai bentuk. Hal ini diatur dalam alinea keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa: “.....Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Rumusan ini
tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan dari konsep negara
kesejahteraan.



BAB

PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

A. HUKUM TATA NEGARA RUMAH SUSUN
Berdasarkan ketentuan Pasal 4, lingkup pengaturan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2011 meliputi:

Pembinaan;

Perencanaan;

Pembangunan;

Penguasaan, pemilik, dan pemanfaatan;

Pengelolaan;

Peningkatan kualitas;

Kelembagaan;

Tugas dan wewenang;

W o N R WNPRE

Hak dan kewajiban

=
o

. Pendanaan dan sistem pembiayaan; dan

[Eny
=

. Peran masyarakat.

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang
pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, yang meliputi perencanaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan, dimana menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan



BAB

TEORI HUKUM NEGARA
DAN KEADILAN SOSIAL

A. TEORI NEGARA HUKUM

Istilah negara hukum “atau negara berdasarkan hukum” dalam
kepustakaan Indonesia hampir selalu dipadankan dengan istilah-istilah asing
antara lain “rechtsstaat, “etatdedroit, “the state according to law” “legal
state”, dan “the rule of law”. Selain itu dikenal juga istilah “the principle of
socialist legality” Konsep negara rule of law merupakan konsep negara yang
dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan
persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah “rule of law” ini dalam bahasa
Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” (supremacy
of law) atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum”. Disamping itu, istilah
“negara hukum” (government by law) atau rechstaat, juga merupakan istilah
yang sering digunakan untuk itu.®

35 pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Rl 1945 menyebutkan bahwa “Negara
Indonesia negara hukum” negara hukum dimaksud adalah negara yang
menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan
(MPR-RI Panduan Pemasyarakatan UUD 1945) h. 46.



BAB
4

ANALISIS ATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN RUMAH SUSUN

A. ANALISIS KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG

Menyikapi perkembangan yang terdapat di kota-kota besar, khususnya
kebutuhan pemenuhan dan pemilikan yang sangat terbatas pada saat ini, dan
pada sisi lain konsentrasi penduduk yang setiap hari bertambah ke kota. Di
samping itu, penyediaan tanah di kota yang semakin sempit, akibat terjadinya
penumpukan tanah-tanah pada orang-orang tertentu sehingga masyarakat
tidak memiliki tanah yang memadai untuk membangun perumahan dan
pemukiman, pemerintah khususnya di kota-kota besar, misalnya Jakarta dan
Makassar, terpaksa mendirikan perumahan yang bersifat vertikal atau
bersusun atau flat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup
rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok
akan perumahan sebagaimana diamanatkan Garis-Garis Besar haluan Negara
diperlukan peningkatan usaha-usaha penyediaan perumahan yang layak
dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan
masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah.

Berkaitan dengan penyediaan perumahan bagi  masyarakat
berpenghasilan rendah tersebut, penggunaan tanah untuk pembangunan
perumahan akan berdampak pada penggunaan tanah secara maksimal.



BAB
S5

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN
SENGKETA RUMAH SUSUN

A. DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH SUSUN

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 menyatakan bahwa
penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih dahulu diupayakan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa
melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan
dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan
umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak
yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Adapun
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase,
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan/atau penilaian ahli sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat dilakukan
oleh:
1. Orang perseorangan;
2. Badan hukum;
3. Masyarakat; dan/atau
4. Pemerintah atau instansi terkait.

Penyelesaian sengketa pemilikan dan pemanfaatan rumah susun
diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat dimaksudkan
agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan



BAB

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan yang dilakukan oleh (James

Yoseph Palenewen, 2023) dalam penelitiannya sehingga terdapat beberapa

hal yang menjadi poin-poin penting dalam pembahasan buku ini, yang

diantaranya sebagai berikut:

1. Apabila disimak penerapan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011, yang menyatakan bahwa sarusun umum memperoleh
kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dalam berbagai pemberian
hak melalui media cetak maupun media elektronik sesungguhnya terjadi
banyak penyimpangan, karena kenyataan empiris membuktikan bahwa
kepemilikan sarusun umum ini juga dikuasai oleh masyarakat
berpenghasilan menengah dengan memboncengi orang-orang tertentu
yang berkapasitas masyarakat berpenghasilan rendah. Praktek bisnis yang
tidak fair juga dalam wajah kepemilikan dan pemanfaatan sarusun
dengan tujuan untuk disewakan. Sebelum jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun telah terjadi perikatan atas kepemilikan rumah susun. Hal mana
sangat bertentangan dengan penerapan Pasal 54 ayat (2) huruf b. Bahkan
surat keterangan pindah dari yang berwenang terkadang kurang jelas
legalitasnya.
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